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Abstrak
FIONA SAFITRI, 202120251031, 2023.

Media sosial merupakan faktor penting dalam penyebaran radikalisme di Indonesia,
peran media sosial di dukung oleh pengguna internet yang menunjukan tren
peningkatan di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di
Indonesia Melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial. Dengan
mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Teorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik yang berkenaan dengan distribusi, transmisi, membuat
dapat diakses, Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik. Dengan
menggunakan penelitian hukum normatif, dalam menjawab dua rumusan masalah
yaitu: Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang
menyebarkan paham radikalisme di media sosial? dan, Bagaimana penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham
radikalisme melalui media sosial?. Hasil penelitian menyatakan bahwa pencegahan
terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme di
media sosial saat ini dilakukan dengan upaya preventif yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian RI yaitu Divhumas Polri dan Densus
88, BNPT dan juga Kominfo. Terkait dengan tindakan yang dilakukan dalam upaya
pencegahan penyebarluasan konten radikalisme di media sosial telah dilakukan
patroli siber, profiling dan juga pemctaan oleh Divhumas Polri dan sclanjutnya
dilakukan koordinasi bersama Densus 88 dan juga Kominfo untuk melakukan take
down konten dan juga pemblokiran terhadap kontent tersebut. Hal ini sesuai dengan
ketentuan yang terkandung di dalam UU Terorisme dan UU ITE tentang transaksi
elektronik. Dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang
menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial dilakukan terhadap pelaku
yang benar-benar telah melakukan tindak pidana terorisme. Densus 88 tidak dapat
melakukan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku radikalisme yang
belum melakukan tindak pidana terorisme. Dengan ketentuan UU Terorisme, UU
ITE dirasa cukup efektif untuk menjerat pelaku tindak pidana propaganda terorisme
di media sosial, meskipun pada dasarnya belum terdapat pengaturan sccara
mengkhusus terkait pemidanaan pelaku penyebaran paham-paham radikalisme di
media sosial. Pasal 13 A UU Terorisme dirasa pasal yang paling mendekati guna
menjerat penyebar paham radikalisme dengan ancaman pidana sclama lima tahun,
hal ini didukung dengan Pasal 12 B ayat (3) yang menyebutkan alat bukti elektronik
merupakan alat bukti yang sah dimana hal ini sejajar dengan pembuktian pada Pasal
184 KUHAP.

Kata Kunci: Media Sosial, Radikalisme, Terorisme
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Abstract
FIONA SAFITRI, 202120251031, 2023.

Social media is an important factor in the spread of radicalism in Indonesia, the role
of social media is supported by internet users which shows an increasing trend in
Indonesia. This research is important to carry out with the aim of knowing law
enforcement against perpetrators of criminal acts of terrorism in Indonesia through
preventing radicalism on social media. By reviewing Law Number 5 of 2018
concerning the Eradication of Criminal Acts of Theory and Law Number 16 0of 2016
concerning Electronic Information and Transactions relating to distribution,
transmission, making accessible, Electronic Information and Electronic
Documents. By using normative legal research, to answer two problem
formulations, namely: What are the efforts to prevent perpetrators of criminal acts
of terrorism who spread radicalism on social media? and, How is law enforcement
against perpetrators of criminal acts of terrorism who spread radicalism through
social media? The results of the research state that prevention of perpetrators of
criminal acts of terrorism who spread radicalism on social media is currently carried
out by preventive efforts carried out by related institutions such as the Indonesian
Police, namely the National Police Public Relations Division and Densus 88, BNPT
and also Kominfo. In relation to the actions taken in efforts to prevent the spread of
radicalism content on social media, cyber patrols, profiling and mapping have been
carried out by the National Police's Public Relations Division and further
coordination has been carried out with Densus 88 and the Ministry of
Communication and Information to take down content and also block the content.
This is in accordance with the provisions contained in the Terrorism Law and the
ITE Law concerning electronic transactions. And law enforcement against
perpetrators of criminal acts of terrorism who spread radicalism through social
media is carried out against perpetrators who have actually committed criminal acts
of terrorism. Densus 88 cannot carry out law enforcement effectively against
perpetrators of radicalism who have not committed criminal acts of terrorism. With
the provisions of the Terrorism Law, the ITE Law is considered to be quite effective
in prosecuting perpetrators of criminal acts of terrorist propaganda on social media,
even though basically there are no specific regulations regarding the punishment of
perpetrators of spreading radicalism on social media. Article 13 A of the Terrorism
Law is considered the article that comes closest to ensnaring those who spread
radicalism with the threat of a five year sentence. This is supported by Article 12 B
paragraph (3) which states that electronic evidence is valid evidence, which is
parallel to the evidence in Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Social Media, Radicalism, Terrorism
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MOTTO

"BERSABARLAH”

Allah akan memberikan Pelangi setelah Hujan,
Senyum disetiap airmata, Berkah disetiap cobaan,

Dan Jawaban disetiap Doa.

"Tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang
selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari
siapapun.”

(B.J. Habibie)
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